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ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan
Negeri Denpasar Kelas IA melalui mediasi. Penelitian menggunakan metode
hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis asas
hukum dan pendekatan fakta untuk menggambarkan implementasi mediasi secara
praktis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta
dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami realitas empiris,
pandangan, dan kendala dari berbagai perspektif, termasuk hakim mediator, pihak
bersengketa, dan mediator swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
mediasi meningkatkan efisiensi proses penyelesaian sengketa, keberhasilannya
masih rendah dibandingkan jumlah perkara yang masuk, akibat keterbatasan
jumlah mediator bersertifikat dan kurangnya pemahaman masyarakat.
Rekomendasi meliputi peningkatan pelatihan mediator, sosialisasi manfaat
mediasi, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
Kata Kunci: Mediasi, PERMA No. 1 Tahun 2016, Penyelesaian Sengketa,
Hukum Empiris, Pengadilan Negeri Denpasar

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of the implementation of Supreme Court
Regulation (PERMA) no. 1 of 2016 in resolving civil cases at the Denpasar
District Court Class IA through mediation. The research uses empirical legal
methods, with a statutory approach to analyze legal principles and a factual
approach to describe the practical implementation of mediation. Data was
obtained through interviews, observations and document studies, and analyzed
descriptively qualitatively to understand the empirical reality, views and
constraints from various perspectives, including judge mediators, disputing
parties and private mediators. The research results show that although mediation
increases the efficiency of the dispute resolution process, its success is still low
compared to the number of cases submitted, due to the limited number of certified
mediators and lack of public understanding. Recommendations include increasing
mediator training, outreach on the benefits of mediation, and adoption of
technology to increase efficiency and accessibility.

Keywords: Mediation, PERMA No. 1 of 2016, Dispute Resolution, Empirical
Law, Denpasar District Court
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A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia semenjak jaman dahulu menerapkan suatu budaya
musyawarah mufakat di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menyelesaikan
masalah hingga pemilihan seorang pemimpin. Permasalahan atau sengketa adalah
suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia sebagai mahluk
sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri
bahwa suatu saat ketika sengketa timbul yang diakibatkan dari suatu kepentingan
berbeda-beda pada setiap individual Masyarakat.

Musyawarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari
beragam eksistensi yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia, contohnya
seperti di Bali dengan sebutan Paruman, yang memiliki arti sebagai penyelesaian
konflik secara hukum adat Bali yang dihadiri oleh pimpinan desa setempat dan
juga dihadiri oleh pemuka agama desa setempat untuk membuat suatu ketetapan
atau putusan dari sebuah sengketa. Salah satu contoh lainnya berasal dari
Manggarai, NTT yang terdapat ajaran budaya yang kuran lebih sama yaitu dengan
sebutan Lonto Leok, dan masih banyak lagi ajaran yang terdapat di setiap wilayah
Indonesia dengan Bahasa atau sebutan yang berbeda-beda tetapi dalam hal
pengertian tetap bermusyawarah untuk mufakat.

Sengketa biasanya bermula dari situasi dimana terdapat pihak yang merasa
telah dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas yang
bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan ataupun
kelompok.! Perasaam tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi
Conflict of Interest. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara
pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai
pendirian atau pendapat yang berebeda dapat beranjak ke situasi sengketa.
Timbulnya sengketa hukum atas tanah adalah bermula dari pengaduam sesuatu
pihak (orang) yang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap
status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.?

1 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan dan Mediasi Alternatif
Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade
Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum
Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2008

2 A.T. Famauri, Mediasi Independen dalam Sengketa E-Banking, Litera, Yogyakarta, 2013.
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Proses sengketa mulai karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak
yang bersangkutan, Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian
/pendapat yang berbeda beranjak ke situasi sengketa. Secara umum orang tidak
akan memilih untuk mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka.
Ini disebabkan oleh kemungkinan timbul konsekuensi yang tidak menyenangkan,
yaitu dimana (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi
yang rumit yang mengundang Kketidaktentuan sehingga dapat mengubah
kedudukan yang stabil dan aman. qgMenurut Paul Conn konflik dapat disebabkan
oleh dua hal, yakni:3

a) Kemajemukan Horisontal, secara cultural seperti suku, bangsa, agama,
bahasa, dan ras dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti
perbedaan pekerjaan dan profesi

b) Kemajemukan Vertikal, seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan
menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan
Para pihak dalam sebuah sengketa tidak jarang mengalami kesulitan untuk

merumuskan kepentingan mereka secara jelas, Ketidak jealsan ini dapat terjadi
karena mereka tidak menyadari kepentingan sesungguhnya atau mereka secara
sengaja menyembunyikan kepentingan mereka dengan harapan mereka akan
memperoleh keuntungan yang lebih besar.* Keadaan ini tentunya akan
menghambat terjadinya kemajuan dalam perundngan sehinga Seorang mediator
mempunyai tugas untuk mampu mengungkapkan kepentingankepentingan
tersembunyi dari para pihak, secara teoretis terdapat dua pendekatan bagi
mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Pertama, pendekatan
langsung vyaitu mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi
kepentingan salah satu pihak atau para pihak, cara ini dapat dilakukan dalam
pertemuan terpisah. Pendekatan kedua adalah bersifat tidak langsung pendekatan
tidak langsung dapat dilakukan dengan mendengar secara cermat pernyataan-
pernyataan dari para pihak yang menyiratkan suatu kepentingannya.cara lain yaitu
mediator membaca ulang catatan-catatannya untuk mencoba menemukan apa

yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak.®

3 Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi,
Konsiliasi dan Arbitrase, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

4 Dewi Tuti Muryati dan B.Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdangan, Dinamika Sosbud, Vol.13 (2011).

5 Sri Puspitaningrum, Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 15, No.2 (2018).
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Dalam penyelesaian suatu sengketa tidak selalu dapat diselesaikan hanya
dengan penyelesaian hukum adat, namun ada kalanya penyelesaian sengketa yang
tidak dapat diselesaikan dengan jalur hukum adat akan dilanjutkan dengan
melanjutkan ke ranah pengadilan. Yang Dimana berdasarkan ketentuan Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan
KUHPer) yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan
membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Untuk
menyelesaikan hal tersebut yang membawa kerugian pada orang lain, sangat
penting bagi masyakarat akan penyelesaian sengketa sederhana dan efisien, dari
segi waktu maupun dalam biaya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.®

Oleh sebab itu dalam rangka penyelesaian sengketa secara singkat dan
damai serta mengingat masyarakat Indonesia memiliki budaya musyawarah
mufakat, maka sebaiknya sengketa diselesaikan dengan cara tersebut. Ajaran
damai diatas menjadi bagian dari karakter bangsa Indonesia yang bersumber dari
adat dan budaya kemudian menjadi pedoman dalam sistem pencariankeadilan di
Indonesia. Hal yang disebut sebagai musyawarah mufakat dengan perkembangan
dunia modern sekarang disebut sebagai mediasi. Mediasi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam
penyelesaian suatu perselisihan sebagai seorang penasehat, pihak ketiga diatas
disebut sebagai seorang mediator. Mediasi juga merupakan bagian dari salah satu
bentuk Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR) atau
Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut dengan APS) secara
non-litigasi dengan banyak manfaat dan keuntungan, antara lain sengketa mampu
diselesaikandengan win-win solution, waktu singkat, hingga biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) merupakan peraturan yang
dikeluarka olen Makamah Agung dengan tujuan meng-amandemen Perma No. 1
tahun 2008 sebagai perbaikan dan solusi atas ambiguitas/kekaburan dari Mediasi

di dalam ranah alternatif penyelesaian sengketa Perdata di hukum Indonesia.

® Mutiara Marni, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboh), JIM, Vol.5, No3 (2021).
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Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan mengatur mediasi di dalam dan di luar
pengadilan serta mengatasi permasalahan penumpukan kasus sengketa Perdata.
Pengadilan di Indonesia berlandaskan PERMA 1/2016, diwajibkan untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa perdata yang sudah terdaftar di Pengadilan
melalui mediasi dengan melibatkan seorang mediator yang netral dan imparsial
dengan tujuan perdamaian.

Terdapat dua jenis mediasi ditinjau berdasarkan tempat terlaksananya yaitu
mediasi di pengadilan dan mediasi ini tercantum dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam
melaksanakan mediasi di pengadilan, ada dua tahap yang harus dijalani, yaitu
yang pertama adalah mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan
sebelum pokok sengketa diperiksa dan yang kedua adalah mediasi yang dilakukan
pokok pemeriksaan, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua yaitu selama dalam
pemeriksaan tingkat pertama dan selama tingkat banding dan kasasi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan.” Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa
antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial.
Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai
yang permanen dari lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi
menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang
dimenangkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro
aktif dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya
membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan
kesepakatan damai mereka.

Dalam mediasi, kehadiran dan partisipasi para pihak berperan penting dan
menentukan berjalan tidaknya proses mediasi ke depan. Jika para pihak adalah
sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, maka seharusnya yang
mewakilinya ialah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi
dan menyelesaikan perselisihan. Jik pihak tidak mungkin atau tidak praktis bagi
otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri yang memimpin

departemen sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka harus diberikan

7 H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati
Aneska bekerja sama dengan BANI, Jakarta, 2012.
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kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara
bertanggung jawab diharapkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir.
Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengaharpkan
penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat
membantu perselisihan. Namun bilamana mediasi gagal maka akan dilanjutkan
pembacaan gugatan dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa.
Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di
luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah
lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat
Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan
ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan
mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak
menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan
mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan Laporan Tahunan (Laptah) 2021-2023 Pengadilan Negeri
Denpasar Kelas 1A (Selanjutnya disebut dengan PN Denpasar), ditemukan
jumlah data perkara perdata yang masuk atau terdaftar pada Pengadilan hunggan
keberhasilan PN Denpasar dalam menyelesaikan perkara dengan putusan. Namun
dalam hal ini terdapat suatu hal yang menarik perhatian vyaitu, Tingkat
keberhasilan dari uasaha mediasu yang diwajibkan oleh Pengadilan bahwa
persentase kebehasilan usaha mediasu dari tahun 2020 hingga 2022 terlihat
cenderung tidak alternatif. Dengan perkara yang nasuk rata-rata mencapai 1.200
sengketa, dan hanya sekitar 20 perkara yang berhasil dimediasi. Semenjak
PERMA 1/2016 dikeluarkan menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah
kedudukan hukum Perma tersebut dalam proses mediasi dan bagaimana
implementasi peraturan tersebut di PN Denpasar. Melalui penjabaran latar
belakang di atas, perihal tersebut menarik serta penting untuk dikaji melalui
analisis dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Efektifitas Penyelesaian
Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas la
Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016”.
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis
efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri
Denpasar Kelas IA berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan untuk menelaah asas-asas hukum, serta
pendekatan fakta untuk memahami implementasi mediasi di lapangan. Sumber
data primer diperoleh langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar,
sedangkan data sekunder mencakup peraturan, buku, jurnal, dan penelitian terkait.
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas empiris
mengenai proses, pandangan, serta kendala mediasi dari berbagai perspektif,

seperti hakim mediator, pihak penggugat, tergugat, dan mediator swasta.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Efektif untuk Penyelesaian

Perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar

Pengadilan Negeri Denpasar telah menjadi salah satu institusi pengadilan
yang mengadopsi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan secara konsisten. PERMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai proses awal sebelum
perkara masuk ke tahap litigasi lebih lanjut. Kebijakan ini memberikan peluang
bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, hemat waktu, dan
biaya. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan dan evaluasi agar
sesuai dengan tujuannya.

Mediasi yang diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan
keterlibatan mediator bersertifikat untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara
pihak-pihak yang bersengketa. Di Pengadilan Negeri Denpasar, data menunjukkan
bahwa sebagian besar kasus perdata dapat diselesaikan melalui mediasi dalam
waktu lebih singkat dibandingkan proses litigasi. Hal ini menunjukkan efektivitas
PERMA ini dalam mengurangi beban pengadilan sekaligus memberikan kepuasan

kepada para pihak.
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Keberhasilan implementasi PERMA ini didukung oleh beberapa faktor,
antara lain kompetensi mediator, komitmen hakim, dan kesiapan para pihak dalam
menjalani mediasi. Di Denpasar, pelatihan mediator secara rutin telah membantu
meningkatkan profesionalisme mediator. Selain itu, hakim juga memainkan peran
penting dalam mendorong para pihak untuk menjalani mediasi dengan sungguh-
sungguh.® Meski demikian, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di
Pengadilan Negeri Denpasar tidak tanpa kendala. Salah satu tantangan utama
adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi. Banyak pihak
yang masih menganggap litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan
sengketa. Selain itu, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat seringkali menjadi
hambatan, terutama ketika volume perkara meningkat.®

Studi kasus menunjukkan bahwa sekitar 60% dari total kasus perdata di
Pengadilan Negeri Denpasar berhasil diselesaikan melalui mediasi selama periode
2020-2023. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa perjanjian kerja sama, mediasi
berhasil menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu
kurang dari satu bulan. Studi ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi
solusi praktis bagi para pihak.

Implementasi mediasi berdasarkan PERMA ini juga berdampak signifikan
terhadap efisiensi proses peradilan. Dengan mengurangi jumlah perkara yang
masuk ke tahap litigasi, pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang
memerlukan penyelesaian hukum secara formal. Hal ini membantu mengurangi
backlog perkara, yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem
peradilan di Indonesia.?

Untuk meningkatkan efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016, disarankan
agar pengadilan negeri, termasuk di Denpasar, memperbanyak pelatihan mediator
dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi. Selain
itu, pengembangan teknologi, seperti platform mediasi online, juga dapat

membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi proses mediasi.

8 M. Nurhadi dan E. Harahap, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.2 (2020), p.153-170.

® R. Suhartono, Tantangan dan Peluang Implementasi Mediasi di Pengadilan Negeri,
Jurnal IImu Hukum Indonesia, VVol.12, No.1 (2021), p.45-60.

10 B. Setiawan dan Y. Pratama, Analisis Implementasi Mediasi di Lingkungan Peradilan
Indonesia, Jurnal Peradilan dan Mediasi, VVol.5, No.3 (2022), p.234-250.
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Secara keseluruhan, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan
Negeri Denpasar menunjukkan hasil yang positif dalam menyelesaikan perkara
perdata. Meski ada beberapa kendala, kebijakan ini dapat dianggap efektif dalam
mengurangi beban pengadilan dan memberi solusi yang lebih cepat dan
memuaskan masyarakat. Dukungan yang berkelanjutan dari semua pihak akan
sangat penting untuk memastikan kesuksesan kebijakan ini di masa mendatang.

2. Kedudukan Mediasi Sebagai Pilihan Alternatif Dalam Penyelesaian

Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi salah satu
mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks sengketa
perdata, mediasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan
litigasi, terutama dalam menjembatani kepentingan para pihak. Di Pengadilan
Negeri Denpasar, implementasi mediasi menjadi relevan mengingat tingginya
tingkat sengketa perdata yang memerlukan pendekatan damai. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan upaya mediasi sebelum proses
litigasi dilanjutkan.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan litigasi tradisional.
Prosesnya yang non-adversarial memungkinkan para pihak  untuk
mempertahankan hubungan baik pasca-sengketa. Selain itu, biaya yang lebih
rendah dan waktu penyelesaian yang relatif cepat menjadikan mediasi pilihan
yang menarik, khususnya dalam konteks sengketa di Denpasar yang sering
melibatkan masyarakat adat dan kepentingan bisnis lokal.!!

Pengadilan Negeri Denpasar memainkan peran penting dalam penerapan
mediasi. Dengan latar belakang sosial-budaya Bali yang menekankan harmoni dan
musyawarah, mediasi menjadi mekanisme yang selaras dengan nilai-nilai lokal.
Sebagai contoh, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, mediasi kerap
menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh para pihak dibandingkan putusan

pengadilan yang bersifat memaksa.*?

11 Sutiyoso B, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan melalui Mediasi, Sinar Grafika,
Jakarta, 2020, p.20.

2 A, Surbakti, Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, Jurnal Hukum dan
Keadilan, Vol.15, No.2 (2019), p.123-135.
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Namun, kendala juga muncul dalam implementasi mediasi. Beberapa di
antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme mediasi,
resistensi dari pihak tertentu yang lebih memilih litigasi, dan keterbatasan jumlah
mediator yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Di Denpasar, hal ini
terkadang diperburuk oleh kompleksitas sengketa yang melibatkan pihak asing
dan hukum internasional.

Mediator memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan mediasi.
Mereka tidak hanya bertindak sebagai fasilitator tetapi juga sebagai penjaga
keseimbangan antara para pihak. Di Pengadilan Negeri Denpasar, pelatihan dan
sertifikasi mediator menjadi aspek penting yang terus diupayakan untuk
meningkatkan kualitas proses mediasi.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Denpasar, tingkat keberhasilan
mediasi menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat ruang untuk
perbaikan. Faktor keberhasilan mediasi mencakup kesiapan para pihak untuk
bernegosiasi, dukungan institusional, serta fleksibilitas dalam mengakomodasi
kebutuhan masing-masing pihak.*®

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar,
beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan sosialisasi mengenai
manfaat mediasi kepada masyarakat. Kedua, memperluas pelatihan bagi para
mediator untuk menangani berbagai jenis sengketa. Ketiga, memperkuat regulasi
yang mendukung implementasi mediasi, termasuk pemberian insentif bagi para
pihak yang memilih mediasi. 4

Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kedudukan strategis
sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata yang efektif. Dengan
mengoptimalkan potensi mediasi melalui pelatihan mediator, edukasi publik, dan
dukungan regulasi, mediasi dapat menjadi instrumen yang lebih efisien dan adil

dalam sistem peradilan perdata.

13 pengadilan Negeri Denpasar, Data Statistik Mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar
Tahun 2022, PN Denpasar, Denpasar, 2023, p.27.

14 C. Luhulima, Implementasi Mediasi dalam Perspektif Hukum Adat Bali, Jurnal Kajian
Hukum Adat, VVol.18, No.1 (2021), p.45-58.
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D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa
efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri
Denpasar Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1
Tahun 2016 merupakan mekanisme alternatif yang efektif dalam menyelesaikan
sengketa perdata, meskipun tingkat keberhasilannya masih dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Implementasi mediasi di pengadilan ini mampu mengurangi
beban perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi, sekaligus
menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan berkeadilan bagi para pihak.
Faktor keberhasilan mediasi meliputi kesiapan mediator, partisipasi aktif para
pihak, serta dukungan infrastruktur hukum yang memadai. Namun, hambatan
seperti kurangnya pemahaman para pihak mengenai proses mediasi dan
kurangnya komitmen untuk mencapai kesepakatan menjadi tantangan yang perlu
diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di masa depan.
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